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Abstrak: Hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan adalah dua konsep yang saling terkait dan mempengaruhi
kebijakan publik di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum ekonomi
dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-
negara tersebut dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi,
dan literatur terkait yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam tingkat keterlibatan dan komitmen negara-negara ASEAN
dalam mewujudkan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi
sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan di masing-masing negara. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa isu
penting yang perlu diperhatikan oleh negara-negara ASEAN, seperti perlunya harmonisasi hukum, peningkatan
kerjasama regional, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif.
Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas hukum ekonomi dan pembangunan
berkelanjutan di negara-negara ASEAN, serta implikasinya bagi kesejahteraan dan keadilan sosial di kawasan tersebut.
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DOIL: Abstract: Economic law and sustainable development are two interrelated concepts that
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sustainable economic law. The research method used is a normative juridical approach,
namely by examining laws and regulations, official documents, and related literature
relating to economic law and sustainable development in ASEAN countries. The results
show that there are variations in the level of engagement and commitment of ASEAN
countries in realizing economic law and sustainable development, depending on factors such
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Pendahuluan

Bidang hukum ekonomi berkaitan dengan kerangka hukum yang mengatur interaksi
ekonomi di antara badan-badan hukum, termasuk individu dan kelompok, dengan tujuan
mempromosikan kesejahteraan, keadilan, dan efisiensi (Sugiarto, 2023). Bidang hukum
ekonomi mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum perdagangan, hukum
investasi, hukum persaingan usaha, hukum kontrak, hukum pajak, dan hukum lingkungan.
Bidang hukum ekonomi terkait erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang
mengacu pada upaya pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini sambil
menjaga kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi fundamental yaitu ekonomi, sosial,
dan lingkungan (Dincer, 2020; Sachs, 2019). Dimensi-dimensi ini harus diseimbangkan
dengan hati-hati dan saling bergantung untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan
jangka panjang.

Negara-negara ASEAN, yang terdiri dari 11 negara anggota - Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan
Timor Leste, berdedikasi untuk mencapai kemajuan ekonomi dan pembangunan yang
berkelanjutan di wilayah mereka (Haidar & Firmansyah, 2021). Bukti-bukti yang
mendukung pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai dokumen resmi dan
perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN (Sheridan,
2020). Termasuk di dalamnya adalah Piagam ASEAN, Deklarasi ASEAN tentang
Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi ASEAN untuk Pembangunan Berkelanjutan,
dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan integrasi di antara negara-negara
ASEAN, dengan tetap menjunjung tinggi pelestarian lingkungan, hak asasi manusia, dan
prinsip-prinsip demokrasi (Suhandi, 2018).

Namun demikian, negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan dan
peluang dalam hal penerapan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa
tantangan yang muncul dalam konteks ini mencakup variasi tingkat pembangunan, sistem
hukum, dan kepentingan nasional di antara negara-negara anggota. Selain itu, terdapat
pula tekanan eksternal dan persaingan dari negara-negara di luar kawasan. Selain itu, ada
hal-hal sensitif dan rumit yang harus ditangani, termasuk konflik perbatasan, klaim
teritorial, migrasi, dan perdagangan manusia (Ekardt, 2020). Terakhir, ada ancaman dan
konsekuensi yang berasal dari perubahan iklim, bencana alam, dan pandemi. Kawasan ini
menawarkan berbagai peluang, seperti pasar potensial yang signifikan, sumber daya yang
melimpah, dan tenaga kerja yang terampil. Selain itu, keragaman budaya, etnis, dan agama
di kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial. Selain itu, terdapat mekanisme
dan institusi kerja sama yang mapan, serta dukungan dan kemitraan dari negara-negara
mitra dan organisasi internasional (Vinuesa, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji
korelasi antara hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara
ASEAN. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan
peluang yang dihadapi oleh negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan prinsip-
prinsip hukum ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini akan membahas rumusan masalah
sebagai berikut: (1) Bagaimana hubungan antara hukum ekonomi dan pembangunan
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berkelanjutan di negara-negara ASEAN?; (2) Apa saja tantangan dan peluang yang
dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam penerapan hukum ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan?; (3) Apa saja strategi yang direkomendasikan untuk
meningkatkan kualitas dan efektivitas undang-undang ekonomi dan pembangunan
berkelanjutan di negara-negara ASEAN serta implikasi potensial bagi kesejahteraan dan
keadilan sosial di kawasan ini?.

Metode

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan literatur-literatur yang relevan yang
berkaitan dengan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara
ASEAN. Pendekatan yuridis normatif adalah metodologi yang mengandalkan sumber-
sumber hukum primer untuk menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum,
dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan tertentu. Tujuan dari
pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang
berlaku dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
mempunyai otoritas dan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan-
bahan tersebut dianggap memiliki otoritas karena kemampuannya untuk diinterpretasikan
sebagai sumber hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini biasanya
berupa literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum ekonomi, pembangunan
berkelanjutan, negara-negara ASEAN, serta doktrin-doktrin hukum yang dibuat oleh para
ahli hukum, karya tulis ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tersier mengacu
pada sumber daya hukum yang memberikan informasi tambahan atau referensi terhadap
bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini biasanya berbentuk kamus,
ensiklopedia, direktori, indeks, dan abstrak.

Peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis dan metode perbandingan hukum
untuk menganalisis data. Metode deskriptif-analitis adalah pendekatan yang banyak
digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis data yang berasal dari
sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Metode ini menggunakan teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menelaah dan
menginterpretasikan informasi secara efektif. Metode perbandingan hukum adalah
pendekatan yang digunakan secara luas untuk tujuan membandingkan dan menilai data
yang berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Metode ini melibatkan analisis
perundang-undangan dan praktik hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Tujuan dari pendekatan ini adalah
untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan,
tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam penerapan
hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan
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Hubungan antara Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Negara-Negara
ASEAN

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep komprehensif yang mencakup dimensi
ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan
berpusat pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini sambil memastikan
bahwa kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tetap
utuh (Luong, 2020). Pembangunan berkelanjutan berupaya mengurangi dampak buruk
pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat. (Suparmoko, 2020), prinsip
pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai oleh generasi saat
ini tidak boleh membebani generasi mendatang, seperti berkurangnya kesejahteraan sosial
dibandingkan dengan apa yang dinikmati oleh generasi saat ini. Istilah "kesejahteraan
sosial’ mengacu pada berbagai aspek kesejahteraan, yaitu kesejahteraan ekonomi,
kesejahteraan sosial yang meliputi kesehatan dan pendidikan, dan kesejahteraan
lingkungan (Xu, 2020).

Hukum ekonomi adalah disiplin hukum yang mengatur interaksi ekonomi di antara
badan-badan hukum, termasuk individu dan organisasi. Bidang hukum ekonomi
mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum perdagangan, hukum persaingan
usaha, hukum kontrak, hukum perbankan, hukum pajak, dan bidang-bidang terkait
lainnya. Tujuan hukum ekonomi adalah untuk membangun kerangka kerja yang menjamin
kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat dalam transaksi
ekonomi. Menurut (Kamal et al., 2018), kemunculan hukum ekonomi dapat dikaitkan
dengan ekspansi dan kemajuan ekonomi global yang signifikan. Cabang hukum ini
memiliki tujuan untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk
memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan
masyarakat. Hukum ekonomi berkaitan dengan kerangka hukum yang mengatur berbagai
kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di berbagai sektor tunduk pada peraturan hukum,
sementara yang lain mungkin saat ini tidak memiliki atau belum menetapkan peraturan
tersebut (Cao, 2019). Bidang hukum ekonomi mencakup berbagai topik yang komprehensif
yang berkaitan dengan interaksi antara prinsip-prinsip hukum dan kegiatan ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena
itu, sangat penting untuk menetapkan undang-undang ekonomi dan bisnis yang berfungsi
untuk mengatur ekonomi dengan memberlakukan batasan khusus pada entitas yang kuat
dan menawarkan peluang kepada pihak-pihak yang rentan, dengan tujuan akhir untuk
mencapai keadilan. Ciri utama dari hukum ekonomi adalah keterlibatan aktif negara
sebagai otoritas pengatur dalam mengawasi berbagai kegiatan ekonomi (Schroeder, 2019).
Dengan tidak adanya intervensi negara, para pelaku ekonomi dapat menunjukkan perilaku
sewenang-wenang, sehingga menghambat pencapaian tujuan ekonomi untuk mendorong
kemakmuran dan pemerataan hasil pembangunan di masyarakat. Penerapan hukum
ekonomi berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang
oleh mereka yang berada dalam posisi berkuasa terhadap mereka yang lebih rentan.
Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, diharapkan pembangunan ekonomi akan terjadi
secara adil (Mensah, 2019). Legislasi ekonomi yang efektif memainkan peran penting dalam
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mendorong pembangunan ekonomi. Dengan menetapkan kerangka kerja aturan dan
regulasi, hukum ekonomi memandu individu dan organisasi menuju tindakan atau abstain
tertentu yang sesuai dengan tujuan ekonomi yang diinginkan. Pemangku kepentingan
utama yang terlibat dalam pembangunan ekonomi suatu negara meliputi pemerintah,
sektor swasta domestik, dan entitas internasional (Dorlach, 2020). Negara-negara mungkin
menghadapi tantangan dalam menarik investor atau partisipan asing jika hukum ekonomi
mereka tidak secara efektif mendukung pembangunan ekonomi. Hukum ekonomi yang
tidak memadai dapat menciptakan keengganan di antara investor asing untuk berinvestasi
di negara tersebut.

Hubungan antara hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-
negara ASEAN dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk perdagangan, lingkungan, dan
sosial (Anwar, 2022).

Aspek perdagangan, negara-negara ASEAN telah mengupayakan integrasi ekonomi
dengan membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, dengan tujuan
untuk meningkatkan hubungan perdagangan. Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
adalah untuk membentuk pasar dan basis produksi terpadu, meningkatkan daya saing,
mendorong ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, serta mengintegrasikan The
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke dalam ekonomi global. Hukum ekonomi
yang mengatur perdagangan di antara negara-negara ASEAN harus selaras dengan
prinsip-prinsip Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Prinsip-prinsip ini mencakup
pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang tidak terbatas, serta perlindungan
hak-hak konsumen, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia (Qin,
2019). Penerapan hukum ekonomi yang mendorong perdagangan yang adil, transparan,
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan berpotensi mendorong pembangunan
berkelanjutan di negara-negara ASEAN (Fairuzzaman, 2021).

Aspek lingkungan, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang signifikan
dalam mengatasi masalah lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan
iklim, deforestasi, polusi udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Negara-
negara ASEAN telah membuat komitmen untuk menerapkan Agenda 2030 untuk
Pembangunan Berkelanjutan, yang mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDQG). Penyelarasan hukum ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
alam, pemanfaatan energi, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat penting. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai
tujuan, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, promosi
sumber energi terbarukan, dan pelestarian ekosistem (Girijappa, 2019). Penerapan hukum
ekonomi yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab,
efisien, dan berkelanjutan berpotensi mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-
negara ASEAN.

Aspek sosial, negara-negara ASEAN menunjukkan tingkat keragaman sosial,
budaya, dan politik yang signifikan. Negara-negara ASEAN juga menghadapi berbagai
tantangan sosial, termasuk namun tidak terbatas pada kemiskinan, ketidaksetaraan,
pengangguran, dan konflik. Negara-negara anggota ASEAN telah berupaya untuk
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meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan inisiatif, termasuk
Rencana Aksi ASEAN untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Kerangka
Kerja ASEAN untuk Pembangunan Sosial, dan Deklarasi ASEAN tentang Pemberdayaan
Ekonomi Perempuan. Hukum ekonomi yang mengatur hak dan kewajiban badan hukum
dalam hubungan ekonomi harus menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia,
mempromosikan kesetaraan gender, memastikan keadilan sosial, dan mendorong
partisipasi masyarakat (Corona, 2019). Penerapan hukum ekonomi yang mempromosikan
akses, pemberdayaan, dan inklusi sosial memiliki potensi untuk berkontribusi secara
signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di negara-negara
ASEAN.

Terdapat hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi antara hukum ekonomi
dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Hukum ekonomi yang selaras
dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki potensi untuk memfasilitasi
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, mempromosikan praktik
konservasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan mendorong peningkatan
kesejahteraan sosial yang adil (Htun, 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk secara
konsisten mengadaptasi dan merevisi undang-undang ekonomi agar dapat secara efektif
mengatasi dinamika dan hambatan yang terus berkembang terkait dengan pembangunan
berkelanjutan di negara-negara ASEAN.

Tantangan dan Peluang yang Dihadapi oleh Negara-Negara ASEAN dalam Penerapan
Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia,
Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste,
memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi yang
berkembang dan bertahan lama. Dengan populasi yang melebihi 600 juta jiwa, ASEAN
menghadirkan pasar dan pusat produksi yang terpadu, sehingga memberikan prospek
yang menguntungkan bagi bisnis, investor, dan konsumen di kawasan ini. Selain itu,
ASEAN berdedikasi untuk mewujudkan visi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang
didasarkan pada prinsip-prinsip integrasi, inklusivitas, dan inovasi.

Namun demikian, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara-negara ASEAN
dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan penyelesaian bersama. ASEAN
menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, yang diuraikan di bawah ini:

Dikarenakan stabilitas geopolitik dan hubungan regionalnya (Muntasyir, 2022),
ASEAN menempati posisi yang signifikan pada titik penting antara dua kekuatan ekonomi
terbesar di dunia, yaitu Cina dan India. Posisi ini menjadikan ASEAN sebagai pusat yang
sangat penting bagi kepentingan regional dan global. ASEAN secara aktif terlibat dalam
berbagai sengketa teritorial, terutama di Laut Cina Selatan, di mana terjadi klaim yang
saling bertentangan antara beberapa negara anggota ASEAN dan Cina (Roscoe, 2019).
Konsekuensi potensial dari situasi ini dapat mencakup munculnya ketegangan dan konflik,
yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kerja sama di kawasan ini. Oleh karena itu,
sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan dialognya agar
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dapat secara efektif mengatasi masalah-masalah ini melalui cara-cara damai dan sesuai
dengan hukum internasional.

Tantangan dalam tata kelola perusahaan untuk The Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN) menunjukkan keragaman yang signifikan di berbagai dimensi, termasuk
sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengamatan ini menyoroti berbagai tingkat
perkembangan, kematangan, dan kualitas tata kelola di antara negara-negara anggota
ASEAN. Beberapa negara ASEAN terus menghadapi tantangan termasuk korupsi,
inefisiensi birokrasi, ketidakjelasan hukum, dan perlindungan yang tidak memadai
terhadap hak kekayaan intelektual (Jstergaard, 2020). Faktor-faktor ini dapat menghambat
terciptanya lingkungan bisnis dan investasi yang kondusif, sehingga berdampak negatif
terhadap usaha kecil dan menengah (UKM), yang memainkan peran penting dalam
perekonomian negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, sangat penting bagi ASEAN untuk
memperkuat lembaga-lembaga sipil yang otonom, transparan, dan bertanggung jawab
untuk mengurangi praktik-praktik yang merugikan dan meningkatkan daya saing
kawasan.

Model bisnis yang sedang berkembang Wilayah ASEAN memiliki pasar yang besar
dan terus berkembang yang terdiri dari lebih dari 600 juta konsumen yang sensitif terhadap
harga dan menunjukkan permintaan yang kuat (Mahmood, 2021). Hal ini memberikan
peluang bagi bisnis untuk mengembangkan model bisnis yang inovatif, fleksibel, dan
mudah beradaptasi. Namun, sangat penting juga bagi perusahaan untuk secara konsisten
memperoleh pengetahuan, menyesuaikan diri, dan mendorong inovasi agar dapat secara
efektif memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam dan terus
berkembang. Selain itu, ASEAN dihadapkan pada tantangan yang muncul dari revolusi
industri keempat, yang mencakup kemajuan teknologi digital termasuk internet, e-
commerce, big data, kecerdasan buatan, dan berbagai hal lainnya. Hal ini berpotensi
memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik bisnis, operasi, dan interaksi sosial
di kawasan ini (Fritz, 2019). Oleh karena itu, sangat penting bagi ASEAN untuk
meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur, dan
kerangka kerja peraturannya agar dapat secara efektif memfasilitasi transformasi digital
dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlu dicatat bahwa The Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar
dan keanekaragaman hayati yang signifikan. Hal ini secara signifikan meningkatkan
kemakmuran kawasan ini dan mendorong pembangunan ekonomi. Namun demikian,
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menghadapi berbagai kendala
terkait konservasi lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan sumber
daya alam, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya. Beberapa
negara ASEAN masih bergantung pada sektor-sektor yang memiliki jejak karbon yang
tinggi, seperti pertanian, pertambangan, dan industri. Fenomena ini berpotensi
menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia (Adams, 2019). Oleh
karena itu, sangat penting bagi ASEAN untuk secara aktif mempromosikan pembangunan
berkelanjutan yang secara efektif menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan
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sosial, dan perlindungan lingkungan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi
energi, penggunaan sumber energi terbarukan, mitigasi emisi gas rumah kaca, penerapan
praktik pengelolaan limbah yang efektif, dan pelestarian sumber daya alam.
Negara-negara ASEAN memiliki potensi dan peluang yang signifikan untuk
berkembang menjadi kawasan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan. Agar berhasil
mencapai tujuan ini, sangat penting bagi ASEAN untuk secara efektif mengatasi berbagai
tantangan yang dihadapi, yang mencakup dimensi regional dan nasional. Upaya ini
membutuhkan kolaborasi yang kuat, koordinasi yang efektif, dan dedikasi yang tak
tergoyahkan dari seluruh pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, sektor
swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Dengan menerapkan pendekatan ini,
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dapat secara efektif mencapai tujuannya
untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terintegrasi, inklusif, dan inovatif.

Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan efektivitas Undang-Undang Ekonomi dan
Pembangunan Berkelanjutan di Negara-Negara ASEAN serta Implikasi Potensial bagi
Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan saling berhubungan dan
saling mempengaruhi. Pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat
menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi lingkungan dan masyarakat, termasuk
namun tidak terbatas pada kemiskinan, ketidaksetaraan, penipisan sumber daya alam, dan
perubahan iklim. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan yang mengabaikan
pertimbangan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan, investasi, dan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun strategi yang dapat
meningkatkan kualitas dan keampuhan peraturan perundang-undangan ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN, dengan tujuan mendorong
pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Strategi yang direkomendasikan adalah harmonisasi dan integrasi undang-undang
ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional (Weisbrod, 2023). Inisiatif ini
memiliki potensi untuk meningkatkan kolaborasi dan sinkronisasi di antara negara-negara
ASEAN dalam mengatasi masalah ekonomi dan lingkungan transnasional secara efektif,
yang mencakup bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, energi, perubahan iklim,
dan keanekaragaman hayati. Harmonisasi dan integrasi hukum dapat meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan. Selain itu, harmonisasi dan integrasi hukum memiliki potensi untuk secara
signifikan meningkatkan daya saing dan daya tarik negara-negara ASEAN baik sebagai
tujuan investasi maupun pasar.

Strategi tambahan yang diperlukan adalah meningkatkan keterlibatan dan
pemberdayaan masyarakat di seluruh tahap perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan
undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan
(Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Pendekatan ini memastikan bahwa undang-undang
dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan hak-hak masyarakat, terutama
kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk perempuan, anak-anak, masyarakat adat,
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dan petani. Partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat berpotensi meningkatkan
kesadaran, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan aktif dan
pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan
kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi hambatan dan prospek pembangunan.

Implikasi potensial dari strategi-strategi ini terhadap kesejahteraan dan keadilan
sosial dapat dirangkum sebagai berikut. Salah satu pendekatan yang potensial adalah
dengan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sebagai
cara untuk mengatasi tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran.
Selain itu, terdapat potensi untuk meningkatkan produktivitas, mobilitas, dan
kesejahteraan secara keseluruhan melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan
masyarakat. Selain itu, promosi keadilan dan kesetaraan sosial dapat menumbuhkan
lingkungan yang meningkatkan rasa saling menghormati, toleransi, dan solidaritas di
antara berbagai kelompok individu. Selain itu, mereka juga memiliki potensi untuk
meningkatkan demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga mendorong kebebasan,
partisipasi, dan akuntabilitas masyarakat yang lebih besar.

Pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan saling terkait dan
memberikan pengaruh timbal balik satu sama lain. Untuk mencapai pembangunan yang
inklusif, adil, dan berkelanjutan, sangat penting untuk menerapkan strategi yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas undang-undang ekonomi dan pembangunan
berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Strategi tersebut mencakup harmonisasi dan
integrasi hukum di tingkat regional, bersamaan dengan peningkatan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan
hukum. Strategi yang dibahas memiliki potensi untuk memberikan dampak positif
terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
kualitas lingkungan, kesehatan, keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Simpulan

Penelitian ini mempelajari hubungan antara hukum ekonomi dan pembangunan
berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai sifat
rumit dari dinamika ini dan menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh
kawasan ini. Berdasarkan analisis yang komprehensif, telah ditentukan bahwa harmonisasi
hukum ekonomi di tingkat regional merupakan langkah penting untuk mendorong
kolaborasi dan meningkatkan efisiensi dalam menangani masalah-masalah transnasional.
Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa hukum
dikembangkan dan ditegakkan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada dampak yang menguntungkan bagi
kesejahteraan dan keadilan sosial. Diharapkan para peneliti di masa depan akan
menyelidiki lebih lanjut penerapan praktis dari strategi-strategi ini dan memeriksa
dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Selain itu, disarankan agar penelitian di
masa depan mencakup perspektif yang lebih luas dengan memeriksa dimensi global,
termasuk pengaruh eksternal dan kolaborasi internasional, dalam kerangka hukum
ekonomi dan pembangunan berkelanjutan the Association of Southeast Asian Nations
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(ASEAN). Oleh karena itu, upaya penelitian di masa depan memiliki potensi untuk
menawarkan wawasan tambahan yang dapat secara efektif mendukung pembangunan
berkelanjutan di kawasan ini.
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